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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur

yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi

politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan

publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur

perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu,

pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap

perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM

Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang

komprehensif baik terhadap penguatan teknologi, infrastruktur dan

sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan,

Networking dan Kolaborasi. Transformasi pelayanan publik akan optimal

jika dilakukan dengan prinsip kolaboratif artinya perlu dilakukan

kolaborasi dan kerjasama lintas Instansi, baik dalam hal pemanfaatan

data maupun dalam hal penyampaian layanan. Kolaborasi ini tidak

sebatas antar instansi pemerintah saja, namun juga lintas BUMN/D,

pihak swasta dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat Indonesia dan atau menempatkan masyarakat secara aktif

dalam pelayanan publik.

Pengertian pelayanan publik itu sendiri dapat diartikan sebagai

suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok serta organisasi

tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada

masyarkat dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Thoha, 2012).

Sedangkan pelayanan publik menurut Mahmudi (2005 : 229) ialah

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan untuk

upaya memenuhi kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan

perundang-undangan.

Pada konteks ideal, segenap praktik dan keseharian organisasi

menjadi sarana riil pewarisan teladan dan geladi kepemimpinan personel

organisasi. Namun demikian, banyak organisasi dengan sumber daya
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yang memadai akan melengkapi diri dengan pelatihan kepemimpinan.

Lebih dari sekadar proses prosedural dan administratif dalam karier,

pelatihan kepemimpinan menjadi sarana untuk mengembalikan

organisasi kepada nilai-nilai ideal ketika terjadi deviasi praktik dalam

kesehariannya.

Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara

(ASN), sebagaimana hal tersebut diatas telah mengacu kepada nilai-nilai

dasar bela negara. Peningkatan fokus atensi publik serta tema kegiatan

dan kebijakan pemerintah pada “bela negara” merupakan upaya untuk

meningkatkan kontribusi beragam profesi dan lapisan masyarakat dalam

memaknai praktik bela negara. Selama ini banyak kalangan menganggap

bahwa bela negara merupakan dominasi sektoral pertahanan keamanan

semata. Sementara itu, perkembangan bentuk dan wujud ancaman

terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara semakin bersifat lintas

sektoral yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan pertahanan

keamanan semata. Mulai dari manipulasi ajaran agama dan radikalisme

yang menodai kehidupan demokrasi, liberalisasi ekonomi,

ketergantungan terhadap teknologi, pelunturan esensi kebudayaan

bangsa, hingga yang mendampak kesiapan pertahanan keamanan

nasional.

Pelatihan kepemimpinan ASN dalam kaitannya dengan bela negara

dengan demikian tidak hanya diharapkan untuk dapat menjebol stigma

bela negara yang dominan sektoral pertahanan keamanan. Namun, harus

mampu menjadi ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten ego

sektoral agar dapat benar-benar menangkal beragam ancaman terhadap

kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas

sektoral. Olehnya, kesadaran akan pentingnya kerja sama sektoral akan

memerlukan keterpaduan dan keselarasan yang utuh dengan segenap

rakyat Indonesia sebagai faktor dominan yang utama dalam bela negara.

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting sebagai

salah satu faktor keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan

organisasinya. Hal ini karena kepemimpinan mempunyai peran yang

dominan dalam meningkatkan kinerja dan sekaligus produktivitas
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organisasi. Salah satu upaya untuk mengembangkan standar kompetensi

manajerial pada jabatan pengawas, maka perlu dilakukan diklat

kepemimpinan. Adapun kompetensi yang dikembangkan dalam

Kepemimpinan Pengawas, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Lembaga

Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, adalah Kompetensi

Kepemimpinan Pelayanan. Kompetensi Kepemimpinan Pelayanan

merupakan Kompetensi Manajerial untuk menjamin terwujudnya

akuntabilitas Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan rakyat

bukanlah semata rakyat secara fisik yang berhak atas pelayanan publik

dari negara. Kedaulatan rakyat juga merupakan manifestasi dari

kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri yang dapat dilihat antara

lain dari beragam kebijakan Nasional yang mengatur jalannya negara dan

kelembagaan negara. Sehingga, kepemimpinan ASN difokuskan pada

pengelolaan pelayanan publik yang baik dan benar sesuai kebijakan yang

berlaku. Lebih dari sekadar sikap dan perilaku pelayanan yang mudah

dan memudahkan, keselarasan dan kesesuaian antara pelayanan publik

dengan kebijakan yang berlaku merupakan dasar perwujudan etika dan

akuntabilitas serta integritas ASN.

Transformasi pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Konawe Selatan sebagai pelayan publik dituntut bergerak cepat

mewujudkan pemerintahan yang digital. Minimnya pengetahuan

masyarakat terhadap informasi layanan pertanahan menyebabkan

terjadinya tunggakan penerimaan dimuka sehingga berpengaruh

terhadap pendapatan atau realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) dan penyelesaian layanan pendaftaran tanah melebihi SOP,

Terbatasnya penyebaran informasi layanan kepada masyarakat,

kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan sosialisasi

terhadap layanan informasi pertanahan serta jarak tempuh sebagian

besar masyarakat yang cukup jauh untuk datang langsung ke Kantor
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Pertanahan menjadi perhatian serius bagi Kantor Pertanahan Kabupaten

Konawe Selatan dalam rangka memperbaiki kinerja dan meningkatkan

pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), dengan harapan

penyampaiaan informasi dan atau pelayanan konsultasi pertanahan

secara optimal dapat lebih cepat diterima, mudah dan akuntabel dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun Laporan Implementasi

aksi perubahan dengan judul “Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Terhadap Layanan Pertanahan melalui SULTAN KONSEL (Konsultasi

Layanan Pertanahan - Komunikasi Seluler) Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Konawe Selatan”.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Laporan Implementasi Aksi Perubahan yang disusun

memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Jangka Pendek, selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu :

 Terbangunnya media komunikasi sebagai sarana informasi layanan

konsultasi layanan pertanahan.

2. Jangka Menengah, untuk kurun waktu 1(satu) tahun :

 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

 Zero tunggakan.

3. Jangka Panjang, untuk kurun waktu 1 (satu) tahun hingga

2025 yaitu :

 Terwujudnya Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe selatan

memperoleh predikat WBK/WBBM;

 Menjadikan ATR/BPN sebagai institusi dengan citra yang positif

sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari Laporan Implementasi aksi perubhan dengan

adanya “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan

Pertanahan melalui SULTAN KONSEL (Konsultasi Layanan Pertanahan

- Komunikasi Seluler) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe
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Selatan”, sebagai berikut :

1.Manfaat Internal :

 Melatih dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia

dalam penguatan dan penerapan SOP yang berlaku;

 Meningkatkan nilai tambah pelayanan yang diberikan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

 Mampu memberi masukan inovasi peningkatan pelayanan publik

dalam bidang pertanahan.

 Menerapkan kemampuan manajerial dalam melaksanakan inovasi

pelayanan dan dalam upaya perbaikan pelayanan (Melayani,

Profesional, terpercaya);

 Berkurangnya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Manfaat Eksternal :

 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap

pertanahan;

 Sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pelayanan

publik dalam membangun citra yang lebih baik dimata

masyarakat;

 Masyarakat akan semakin terbantu dalam rangka optimalisasi

penyampaian informasi/pelayanan konsultasi sehingga akan

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

 Sangat bermanfaat bagi penyelesaiaan permasalahan kinerja

pelayanan dan mengantisipasi tuntutan perubahan.

C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Sebagaimana di era reformasi industri 4.0 yang menyebabkan

perkembangan teknologi informasi mulai dari smartphone hingga

media sosial telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam

memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik mencari informasi

khususnya informasi layanan pertanahan. Penggunaan media sosial tidak

terbatas dalam ruang, biaya, waktu, usia, suku, budaya dan agama.

Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh masyarakat

telah memilih menggunakan ponsel pintar atau smartphone dalam

mencari informasi. Dari perangkat tersebut mereka mampumelakukan
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apapun dari sekadar berkirim pesan singkat, mengakses situs

pendidikan, bertransaksi bisnis online, hingga memesan jasa

transportasi online.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan peran penulis sebagai

Pejabat Pengawas (Kepala Sub Bagian Tata Usaha) pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dengan tugas melakukan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor

Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan

berbasis elektronik dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di

Kantor Pertanahan akan mengembangkan teknologi berbasis elektronik

tersebut dalam membantu masyarakat memperoleh informasi layanan

pertanahan secara cepat, mudah, efektif, efisien dan akuntabel.

Masyarakat yang pada umumnya terbiasa melakukan konsultasi dengan

tatap muka langsung dengan petugas informasi pada Kantor

Pertanahan, namun sejalan dengan perkembangan tersebut SULTAN

KONSEL (Konsultasi Layanan-Konsultasi Seluler) hadir dalam rangka

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. SULTAN KONSEL

merupakan media komunikasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Konawe Selatan melalui ponsel seluler dalam rangka meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap layanan pertanahan. Dimana

SULTAN KONSEL ini dibatasi ruang lingkupnya dalam memberikan

informasi pertanahan kepada masyarakat melalui telefon seluler (Chat).
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BAB II

RINGKASAN AKSI PERUBAHAN

A. Isu yang Diangkat

Project Leader pada implementasi aksi perubahan saat ini,

bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Sebagaimana Peraturan

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Pertanahan pasal 22, adapun tugas Sub Bagian Tata Usaha Kantor

Pertanahan, yaitu melakukan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan

pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik

dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan.

Bahwa minimnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi

layanan pertanahan, terbatasnya penyebaran informasi layanan

pertanahan kepada masyarakat dan jarak tempuh sebagian besar

masyarakat yang cukup jauh untuk datang langsung ke Kantor

Pertanahan mencari informasi sehingga penulis mengisiasi

mengoptimalkan “SULTAN KONSEL” dalam rangka memperbaiki

kinerja dan meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dengan harapan penyampaian informasi dan atau pelayanan

konsultasi pertanahan secara optimal dapat lebih cepat diterima,

mudah dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat

mengurangi tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sehingga dapat mewujudkan predikat WBK/WBBM dan membangun

citra positif sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
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B. Gagasan/Terobosan Inovatif

1. Uraiaan Ringkas Gagasan

Transformasi pelayanan publik akan optimal jika dilakukan dengan

prinsip kolaboratif artinya perlu dilakukan kolaborasi dan

kerjasama lintas instansi, baik dalam hal pemanfaatan data

maupun dalam hal penyampaian layanan. Kolaborasi ini tidak

sebatas antar instansi pemerintah saja namun juga lintas BUMN/D,

pihak swasta dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat dan atau menempatkan masyarakat secara aktif dalam

pelayanan publik. Sehingga transformasi pelayanan publik pada

kantor Pertanahan kabupaten Konawe Selatan sebagai pelayan

publik dituntut bergerak cepat mewujudkan pemerintahan yang

digital.

Mencermati kondisi saat ini Project Leader membuat suatu

inovasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat

dalam memperoleh informasi layanan pertanahan melalui

“SULTAN KONSEL” (Konsultasi layanan pertanahan-konsultasi

seluler) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

setidaknya dapat menjawab dan menjadi solusi atas beberapa

permasalahan, yaitu :

a) Inovasi ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten

Konawe Selatan dalam mencari informasi atau berkonsultasi

terhadap layanan pertanahan tanpa harus datang ke Kantor

Pertanahan;

b) Inovasi ini dapat menjadi sarana/media bagi Kantor Pertanahan

untuk memperoleh masukan dari masyarakat terhadap

layanan yang telah dilakukan sehingga kualitas layanan dapat

terus ditingkatkan;

c) Inovasi ini dapat menjadi membentuk opini publik yang positif
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d) untuk mendukung transformasi Kementerian ATR/BPN

menjadi institusi berstandar dunia.

Diagram 1. Activity Diagram “SULTAN KONSEL” :

Adapun ilustrasi Standar Operasional Pelayanan Activity Diagram

“SULTAN KONSEL” adalah :

1. Admin menerima Chat dari masyarakat/calon pemohon;

2. Admin menerima dan memproses serta menganalisa konsultasi

tersebut dan direspon. Jika konsultasi membutuhkan jawaban

tehnis, admin akan meneruskan ke bagian Tata Usaha (Project

Leader) dan mengarahkan admin untuk meneruskan pesan

tersebut ke bagian tehnis atau seksi tertentu dan direspon,

jawaban tersebut dikembalikan ke Admin untuk diteruskan ke

masyarakat dan selesai.

Sebagaimana Undang-Undang keterbukaan informasi publik

Nomor 14 Tahun 2008 bahwa jangka waktu memberikan

jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10(sepuluh)
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hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat

diperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7

(tujuh) hari kerja (mengirimkan pemberitahuan alasan

perpanjangan pemberian informasi). Melalui “SULTAN KONSEL”

dalam rangka mempermudah penyampaian informasi

pertanahan diberikan jawaban permohonan maksimal 3 (tiga)

hari setelah diterimanya permohonan masyarakat dan atau

pengguna layanan melalui chat pada hari kerja.

Semua informasi pertanahan mengenai persyaratan untuk

melakukan pendaftaran tanah sudah dibuat dalam bentuk jpeg

dan data dukung lainnya dalam memudahkan respon kepada

pengguna layanan. Penggunaan telefon seluler ini hanya

sebatas dalam pemberianinformasi atau konsultasi pertanahan.

2. Tahapan Kegiatan

Adapun milestones, indikator kegiatan dan output dalam

pelaksanaan “SULTAN KONSEL” adalah sebagai berikut :
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Tabel 1. Milestones

No. Milestones Indikator
Kegiatan

Output

1. Konsultasi dan

koordinasi

denganmentor

Terbentuknya judul

aksiperubahan

Dokumen RAP,

Dokumentasi.

2. Pembentukan
Tim

Terbentuknya tim Undangan, daftar

hadir,notulen rapat,

Dokumentasi.

3. Rapat Tim
Kerja

Penyampaian tujuan

dan pembagiantugas

Undangan, daftar

hadir,notulen rapat,

Dokumentasi.

4. Penyiapan data Tersedianya data layanan

pertanahanbeserta data

pendukungnya

Data dalam bentuk

Jpeg,data

pendukung lainnya,

Dokumentasi.

5. Pelaksanaan
aksi

perubahan

Tersedianya data
pendukung

pelaksanaan aksi
perubahan

Dokumentasi

6. Rapat evaluasi Evaluasi kegiatan aksi

perubahan

Undangan, daftar

hadir,notulen rapat,

Dokumentasi.

7. Laporan aksi

perubahan

Tersedianya laporan hasil

kegiatan yang akan

diserahkan kepada

mentor

Saran, perbaikan dan
dukungan
berkelanjutan,
Dokumen Laporan
Implementasi aksi
perubahan.

8. Pelaksanaan
kendali mutu

Kualitas layanan sesuai
SOP, maklumat pelayanan Berita acara

kendali mutu.
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3. Penjadwalan Kegiatan

Implementasi tahapan kegiatan dari aksi perubahan

dilakukan penjadwalan agar terukur kapan masing-masing

kegiatan dapat terlaksana. Jadwal Kegiatan Impelmentasi Aksi

Perubahan dapat dilihat pada tabel 2. berikut ;
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4. Tim Efektif dan Stakeholders

Dalam menyusun aksi perubahan, project leadermembentuk Tim

Kerja Efektif yang berfungsi untuk mendukung dan membantu

dalam implementasi hingga aksi perubahan dapat terselesaikan,

berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan Laporan Implementasi

danmilestones yang telah ditetapkan.

Tim kerja yang efektif yang telah dibentuk untuk mencapai

tujuan aksi perubahan secara efisien, yang terdiri dari, penulis

sebagai Project Leader, serta didukung olehMentor, Coach, Key

Partner dan Working Team. Pembentukan tim efektif kerja

aksi perubahan “SULTAN KONSEL” berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe

Selatan Nomor : 78/SK.74.05-UP.04.05/VI/2023 Tanggal 06

Juni 2023 terlampir.

Stakeholders (Pemangku kepentingan) merupakan

perorangan atau kelompok, baik berasal dari internal

organisasi maupun eksternal organisasi, yang tertarik,

berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan- tujuan dan

tindakan-tindakan sebuah tim atau kegiatan. Pada organisasi

pelayanan publik, pemetaan pemangku kepentingan penting

untuk dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat atau

berpengaruh untuk mencapai tujuan aksi perubahan ini.

5 . Pengenda l ian Pe laksanaan Kegia tan

Manajemen mutu dalam Laporan Implementasi rancangan aksi

perubahan ini adalah dengan menjaga kualitas layanan dalam

memberikan informasi sesuai
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dengan SOP, cepat, mudah dan terukur. Bagaimana merespon

dengan cepat apa yang dibutuhkan masyarakat, merencanakan,

mengerjakan dan menindaklanjuti kebutuhan yang di inginkan

masyarakat. Tentunya peran Stakholder, komitmen atasan selaku

mentor, tim kerja sangat penting dalam Laporan Implementasi aksi

perubahan ini dalam rangka menghasilkan pelayanan yang prima.

Adanya Maklumat pelayanan yang sudah di tandatangani oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan adalah

pernyataan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja dan

meningkatkan pelayanan publik. Berikut tabel 3. manajemen

pengendalian mutu pekerjaan :
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C. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Untuk mencapai tujuan pada aksi perubahan, project

leader membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di

bidangnya masing-masing, dengan mempertimbangkan kapasitas

sesuai fungsi dan tugas jabatannya. Salah satu upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

Stakeholders dalam menjalankan tugasnya adalah melalui

pengembangan kompetensi.

Adapun metode yang akan dilakukan diantaranya dengan

melaksanakan internalisasi aksi perubahan kepada Tim Efektif

dan melakukan Community of Practices bersama dengan para

Stakeholders yang memang berpengaruh terhadap kegiatan ini.

Diharapkan dengan adanya pengembangan kompetensi sesuai

yang dibutuhkan dalam Laporan Implementasi aksi perubahan,

maka pelaksanaan aksi perubahan akan berjalan lebih jelas dan

baik. Berikut Project Leader sajikan pengembangan kompetensi

dalam bentuk tabel :
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D.Rencana Pengembangan Diri

Pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan aksi

perubahan, berikut rencana pengembangan diri yang telah

dilaksanakan oleh Project Leader :

Tabel 6. Individual Development Plan

Pada komponen pengambilan keputusan, mentor memberikan tugas

untuk mengikuti Pelatihan Kemimpinan Pengawas yang diselenggarakan Pusat

Pengembangan Sumber Daya manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan tujuan agar Project Leader dapat

memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia

termasuk dalam mengidentifikasi masalah, pemilihan alternatif, evaluasi

alternatif dan membuat keputusan yang tepat.
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BAB III

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata

dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan

dalamsebuah organisasi atau perusahaan, agar semua orang di dalamnya bisa saling

percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Seorang

pemimpinmutlakmenjalankan nilai-nilai integritas, karena dialah yang akan dipandang

orang lain terlebih dahulu, dijadikan contoh dan teladan terutama bagi bawahannya.

Karena di saatpemimpin menerapkan nilai-nilai integritas, dia akan diterima sekaligus

dipercaya olehbawahannya sebagai sosok panutan. Ia akan bisa mempengaruhi orang

lain karena ketegasan dan keselarasannya atas pikiran dan perkataan. Hal yang

berbeda terjadi jikadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, para pemimpinnya

tidak dipercaya bahkan tidak mendapat respek dari bawahannya. Mereka akan

berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikuti arahan dari pimpinannya. Organisasi atau

perusahaan tersebut akan menjadikacau dan tidak bisa mencapai tujuan dengan baik.

Itulah yang akan terjadi jika pemimpin tidak menanamkan nilai-nilai integritas.

Project Leader dalam Upaya membangun integritas dalam pelaksanaan aksi

perubahan ini sangat diperlukan dalam proses kegiatan sehingga pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam Aksi perubahan ini,

implementasi dari membangun integritas adalah dengan membuat komitmen

bersama, saling mendukung, saling percaya untuk mencapai tujuan aksi perubahan.

Komitmen yang kuat akan membuat tim pantang menyerah dalam menghadapi

kendala-kendala yang mugkin dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Komitmen tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan pekerjaan. Bentuk dukungan pihak-pihak yang berkaitan dengan

pelaksanaan aksi perubahan dapat dilakukan melalui berbagai cara baik berupa

persetujuan pelaksanaan kegiatan, konsultasi, bantuan teknis, masukan dan

perbaikan dalam diskusi dan lain-lain. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan

oleh Kepala Kantor sekaligus mentor adalah diterbitkannya Surat Keputusan
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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 78/SK.74.05-

UP.04.05/VI/2023 Tanggal 06 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim

Efektif Kerja Aksi Perubahan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap

Layanan Pertanahan melalui SULTAN KONSEL (Konsultasi Layanan Pertanahan-

Komunikasi Seluler) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

sebagaimana berikut ini :

Gambar. SK Tim Efektif Kerja Aksi Perubahan

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Sebagaimana nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakni Melayani, Profesional, Terpercaya.

Penetapan nilai-nilai kementerian ini akan menjadi tatanan pemersatu budaya

dalam bekerja, berkolaborasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa

dan negara. Melayani bermakna bahwa insan ATR/BPN dalam bekerjamelayani
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dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu serta bersikap sopan,

ramah, cermat, teliti dan peduli dalam memberikan pelayanan. Profesionalisme

bermakna bahwa insan ATR/BPN dalam memberikan pelayanan bekerja sama,

bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah. Terpercaya bermakna

bahwa insan ATR/BPN senantiasa bekerja dengan integritas, dapat dipercaya,

menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela serta patuh kepada

peraturan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Penyelenggaraan informasi pertanahan melalui media sosial dan media

cetak salah satu bentuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai

Kementerian ATR/BPN dengan berupaya memberikan informasi baik kebijakan

dan program pelayanan pertanahan kepada publik.

Dalam implementasi SULTAN KONSEL mampu memberikan layanan secara

transparan dan akuntabel dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat

melalui komunikasi seluler. Sehingga sangat berpengaruh pada pengawasan

pelayanan oleh pimpinan tetap konsistensi dalam memberikan pelayanan,

mengevaluasi kegiatan berkala yang dilakukan untuk memberikan pelayanan

yang lebih prima.

C. Pengelolaan Tim

Tim kerja adalah kelompok formal yang terdiri dari individu-- individu

terpisah dan bertanggung jawab atas tercapainya suatu tujuan. Dalam hal ini

banyak organisasimenggunakan tim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi

dan memecahkan masalah. Dengan demikian semua tim kerja adalah kelompok,

tetapi hanya kelompok-kelompok formal yang menjadi tim kerja.

Untuk mengembangkan tim agar efektif maka setiap orang dalam tim harus

mengetahui dan memahami dengan jelas tujuan dan harapannya, peran khusus

apa yangharus mereka lakukan, sekaligus memberi kesempatan para anggota tim

mencurahkan ide-ide untuk mencapai sasaran, bertanggungjawab atas hasil tim

tersebut. Dalam hal mengelola tim agar lebih efektif dapat digunakan pendekatan

keempat fungsi dasar manjemen, perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan

dan pengendalian.
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Pengelolaan Tim dalam aksi perubahan ini dilaksanakan dengan membangun tim

kerja yang efektif serta menyusun keanggotaan tim efektif tersebut.

Pembentukan Tim efektif dilakukan setelah komitmen dan dukungan telah

diperoleh dalam rapat koordinasi internal dengan mentor dan Stakeholders. Tim

Efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan tentang Peningkatan Pemahaman

Masyarakat Terhadap Layanan Pertanahan melalui SULTAN KONSEL (Konsultasi

Layanan Pertanahan-Komunikasi Seluler) pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Konawe Selatan ini melibatkan Stakeholders yang memiliki peran tugas dan

tanggungjawabmasing-masing.

Adapun susunan dari Tim efektif kerja pelaksanaan aksi perubahan ini mengacu

kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

Nomor : 78/SK.74.05-UP.04.05/VI/2023 Tanggal 06 Juni

2023 tentang Pembentukan Tim Efektif Kerja Aksi Perubahan Peningkatan

Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan Pertanahan melalui SULTAN KONSEL

(Konsultasi Layanan Pertanahan-Komunikasi Seluler) pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Konawe Selatan.

Gambar 9. Pembentukan Tim Efektif Kerja Aksi Perubahan
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BAB IV

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Perbaikan sistem layanan dalam Implementasi Aksi Perubahan dapat

dilaporkan dalam capaian/progress kegiatan adalah dengan melakukan

pembentukan tim efektif kerja, sebagai berikut :

- Tahap Persiapan

Koordinasi dengan mentor dilaksanakan sejak awal penyusunan aksi perubahan

yang kemudian ditindaklanjuti koordinasi lebih intensif pada saat pelaksanaan

aksi perubahan.

Gambar 3. Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor

Demikian pula halnya dengan pembentukan tim kerja dan rapat koordinasi

dengan Stakeholders pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang

dilaksanakanpada tanggal 26 Mei 2023 dibuktikan dengan Notadinas ,Undangam

Stakeholders , daftar hadir dan notulen rapat serta terbitnya Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Konawe Selatan terlampir.
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- Tahap Pelaksanaan

Tahapan implementasi dan pelaksanaan aksi perubahan dilakukan dengan

terlebih dahulu mendiskusikan langkah-langkah yang lebih mendalam dengan

anggota tim efektif yang sudah dibentuk. Langkah selanjutnya adalah dengan

mempersiapkan data dukung beserta perlengkapan yang akan digunakan

dalam pelaksanaan SULTAN KONSEL.

Gambar 4. Persiapan data dukung aksi perubahan
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Pada tahap ini semua tim efektif menjalankan tugas sesuai

pembagian tugas yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Admin

melakukan kunjungan ke PT. Telekomunikasi Kendari dalam rangka

untuk mengajukan permohonan Nomor Hotline SULTAN KONSEL.

Kontrak kerjasama disepakati kedua belah pihak antara Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dan PT. Telekomunikasi

Kendari. Selanjutnya untuk mengaktifkan nomor hotline Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan kontrak kerja diatas dikirim

ke PT. Telekomunikasi Makassar untuk divalidasi dan menunggu

siap digunakan. Admin melakukan scan dalam bentuk jpeg

persyaratan permohonan layanan pertanahan, beberapa tim efektif

melakukan publikasi/sosialisasi dalam rangka mengsosialisasikan

SULTAN KONSEL baik melalui media sosial, pemasangan banner

maupun pemasangan spanduk disemua Kantor Kecamatan se-

Kabupaten Konawe Selatan. Sementara tim administrasi dan dokumentasi

mengikuti proses implementasi aksi perubahan ini dengan mempersiapkan

dan menyediakan kebutuhan administrasi dan membuat dokumentasi

kegiatan .
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Gambar 4. Komunikasi pengguna layanan melalui seluler

SULTAN KONSEL mulai direspon oleh masyarakat dalam mencari layanan

informasi pertanahan dan konsultasi mengenai layanan pertanahan. Admin

memberikan respon sesuai dengan standar operasional pelayanan yang sudah

ditentukan melalui kerjasama tim efektif lainnya sebagai Key Partner dan Project

Leader. Dalam pelaksanaannya, ditemui beberapa kendala yang membuat implementasi aksi

perubahan ini tidak dapat berjalan sesuai tahapan kegiatan yang sudah direncanakan, seperti

pada saat admin membutuhkan jawaban tehnis dan ketika dikoordinasikan tim tehnis sedang

melakukan tugas lapang dan tidak terdapat jaringan telekomunikasi. Sehingga admin melalui

Project Leadermencari tahu terkait informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.

- Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Dalam tahapan ini merupakan tahapan untuk mengevaluasi untuk selanjutnya

membuat laporan implementasi aksi perubahan Peningkatan Pemahaman

Masyarakat Terhadap Layanan Pertanahan melalui SULTAN KONSEL (Konsultasi

Layanan Pertanahan-Komunikasi Seluler) pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Konawe Selatan.
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Aksi perubahan yang dilakukan adalah layanan konsultasi pertanahan melalui

komunikasi seluler dalam rangka meningkatkan komunikasi publik pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan

yang diperoleh dengan adanya aksi perubahan tersebut adalah peningkatan metode

komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

kepada masyarakat. SULTAN KONSEL dirancang sebagai media informasi dan

komunikasi dengan batasan chatting antara pengguna layanan dan penyelenggara

layanan. Dengan adanya SULTAN KONSEL ini, diharapkan masyarakat lebih tertarik

untuk mencari informasi pertanahan dan atau melakukan konsultasi layanan

pertanahan melalui nomor hotline yang sudah ada tanpa perlu datang langsung ke

kantor pertanahan. Selain itu diharapkan juga masyarakat dapat mengikuti media

sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga menjadi lebih update

terhadap informasi yang diberikan serta menambah pengetahuan dan wawasan

masyarakat mengenai pertanahan. Sehingga Sebagai sebuah bentuk komunikasi,

manfaat SULTAN KONSEL dapat menjadi motivasi dalam perbaikandan peningkatan

sistem pelayanan kepada masyarakat baik dalam jangka pendek, jangka menengah

dan jangka panjang.

Ketika keberadaan SULTAN KONSEL dapat memberikan edukasi dan

meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat, dalam jangka menengah

dan jangka panjang akan meningkatkan animo masyarakat untuk memperoleh

layanan pertanahan, sehingga akan meningkatkan penerimaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP). Pengetahuan yang meningkat juga akan dapat menurunkan

sengketa dan permasalahan pertanahan. Peningkatan kualitas layanan kepada

masyarakat akan meningkatkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan dan tata ruang

Kementerian ATR/BPN pada umumnya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe

Selatan pada khususnya dan membangun citra Kementerian ATR/BPN sebagai

institusi terpercaya dan berstandar dunia.

Dalam jangka pendek, terlihat respon dan tanggapan masyarakat terhadap

SULTAN KONSEL ini terlihat cukup positif. Selama proses pelaksanaan SULTAN

KONSEL telah dilihat atau disukai oleh pengguna layanan sebanyak 50 pengguna

media sosial dan konsultasi layanan pertanahan yang masuk dalam nomor hotline
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dan telah direspon oleh admin dan tim efektif kerja sebanyak 8 (delapan)

responden. Melihat hal tersebut, animo masyrakat masih perlu ditingkatkan lagi

dengan mempublikasikan secara intens SULTAN KONSEL disemua Desa/Kelurahan

Kabupaten Konawe Selatan dan pada media sosial.

Tabel. Monitoring Aktualisasi Aksi Perubahan SULTAN KONSEL
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B. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pelayanan publik terutama pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Konawe Selatan, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Internal :

SULTAN KONSEL ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi tim leader yakni pada Sub Bagian Tata Usaha dalam hal

penyelenggaraan layanan informasi serta mendukung dalam pembangunan

Zona Integritas sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi.

2. Manfaat aksi perubahan bagi Stakeholders
Aksi perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik Melalui SULTAN

KONSEL ini membantu tersampaikannya informasi layanan pertanahan

kepada publik. Selain itu dengan meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat, akan meningkatkan animo masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dan mensukseskan SULTAN KONSEL dan kegiatan yang

dijalankan oleh Kantor Pertanahan.

3. Manfaat aksi perubahan bagi masyarakat

Pemanfaatan media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe

Selatan akan semakin optimal dengan dilaksanakannya aksi perubahan

SULTAN KONSEL. Aksi perubahan ini akan lebih mengedepankan fungsi

edukasi terkait pertanahan kepada masyarakat sehingga pengetahuan dan

kesadaran masyarakat akan semakin meningkat.

C. Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi Perubahan

Metode yang dilakukan dilakukan untuk meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan Stakeholders dalam menjalankan

tugasnya adalah melalui pengembangan kompetensi diantaranya

dengan melaksanakan internalisasi aksi perubahan kepada Tim

Efektif danmelakukan Community of Practices bersama dengan para

Stakeholders yang memang berpengaruh terhadap kegiatan ini.

Diharapkan dengan adanya pengembangan kompetensi sesuai yang
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dibutuhkan dalam Laporan Implementasi aksi perubahan, maka

pelaksanaan aksi perubahan akan berjalan lebih jelas dan baik.
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BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Adapun keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan yang

dilakukan adalah dengan mengikuti Pelatihan Pemecahan masalah

dalam mengambil keputusan. Bahwa dasar utama dalam

mempelajari pengambilan keputusan adalah untuk meningkatkan

kualitas diri dan karir pengambil keputusan, peningkatan efisiensi

dan peningkatan produktivitas organisasi. Keterkaitan dengan aksi

perubahan ini adalah bagaimana Project Leader dapat menyelesaikan

masalah secara tepat terhadap SULTAN KONSEL dalam menjawab

kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan. Project Leader dapat

memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang

tersedia termasuk dalam mengidentifikasi masalah, pemilihan

alternatif, evaluasi alternatif dan membuat keputusan yang tepat.
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BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

1. Penerapan Strategi Komunikasi

Implementasi aksi perubahan ini disampaikan melalui media sosial

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sehingga kegiatan ini dapat

diketahui oleh masyarakat secara luas. Pelaksanaan aksi perubahan Peningkatan

Kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pemahaman masyarakat melalui SULTAN

KONSEL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan secara inovasi merupakan

bentuk upaya optimalisasi dan pelaksaanaan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

Sebagai media komunikasi dan informasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

sudah memiliki website dan media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube.

Namun demikian, masih dirasakan kurang maksimal dalam memberikanedukasi kepada

masyarakat. Dengan SULTAN KONSEL ini sangat mudah diakses, efisien dan efektif

untuk dilakukan oleh pengguna layanan pertanahan sehingga pengetahuan dan

pemahaman masyarakat terkait informasi layanan pertanahan meningkat dan

kepercayaan serta persepsi masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN dan kantor

pertanahan semakin meningkat pula. Penerapan inovasi dalam aksi perubahan ini tidak

melanggar aturan/legalitas dari aspek pertanahan, bahkan merupakan tindak lanjut dari

serangkaian peraturan perundangan tentang penyebaran informasi pertanahan yang ada

guna mendukung proyeksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan

Nasional dalam era transformasi digital. lebih mudah diakses masyarakat.

Gambar . Penyampaian Kegiatan melalui Media Sosial
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Penyelenggaraan informasi pertanahan juga merupakan salah tugas pokok dan

fungsi dari institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan

Nasionalyang harus dilaksanakan dan pada level kantor pertanahan, khususnya

berada pada Sub Bagian Tata Usaha.

2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

SULTAN KONSEL ini, dapat juga direplikasikan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara dan juga pada Kementerian ATR/BPN

lainnya dalam memanfaatkan media seluler memberikan konsultasi dan atau

informasi layanan pertanahan.

Gambar 5. Dukungan replikasi aksi perubahan
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BAB VII

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah

Adapun rencana kegiatan dan target jangka menengah SULTAN KONSEL untuk

kurun waktu sampai dengan akhir tahun 2024 adalah meningkatnya

indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Pertanahan

Kabupaten Konawe Selatan dan zero tunggakan.

B. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang

Adapun rencana kegiatan dan target jangka menengah SULTAN KONSEL untuk

kurun waktu 3 (tiga) tahun adalah dapat direplikasi oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Kota se- Sulawesi Tenggara dan

Kementerian ATR/BPN lainnya dan dapat meningkatkan pemahaman

masyarakat terkait pertanahan, kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap

Kantor pertanahan semakin meningkat serta Terwujudnya Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan memperoleh predikat

WBK/WBBM.
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BAB VIII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI

Sistem Manajemen Kepegawaian yang mengatur sumber daya manusia aparatur

khususnya pegawai pemerintah, saat ini sedang mengalami perubahan dan perkembangan

sesuai situasi serta tuntutan kondisi yang berkembang di masyarakat. Arah perubahan ini

dirasakan sangat perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemberian layanan kepada

masyarakat secara mudah, tepat dan cepat. Perkembangan yang terjadi juga diharapkan mampu

membuat SDM pegawai pemerintah menjadi tanggap, terampil serta ahli. Sesuai Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, kompetensi jabatan

yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kompetensi manajerial,

kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Adapun pelatihan yang diikuti adalah Pada komponen pengambilan keputusan,

mentor memberikan tugas adalah untuk mengikuti Pelatihan Kemimpinan

Pengawas yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya manusia

(PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

dengan tujuan agar Project Leader dapat memilih tindakan yang akan diambil

dari beberapa alternatif yang tersedia termasuk dalam mengidentifikasi

masalah, pemilihan alternatif, evaluasi alternatif dan membuat keputusan yang

tepat.

Gambar. Sertipikat pelatihan
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BAB IX
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan pertanahan

melalui SULTAN KONSEL (konsultasi layanan pertanahan-komunikasi seluler) pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan merupakan salahsatu media

komunikasi yang mudah diterima dan diakses oleh masyarakat atau pengguna layanan.

Komitmen dan dukungan tim efektif kerja (Project Leader, Mentor, Coach, Key Partners,

stakeholders dan tim pendukung lainnya) sangat mempengaruhi aksi perubahan ini

dalammencapai tujuan yang diharapkan.

B. Saran

SULTAN KONSEL (konsultasi layanan pertanahan-komunikasi seluler) pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan agar dapat direplikasikan pada Kantor

Pertanahan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis

elektronik.
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